BERITA DAERAH KOTA BOGOR

KOTA BOGOR

) SALINAN
r

TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI E
PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN

Menimbang

SEKOLAH/MADRASAH DI KOTA BOGOR
WALIKOTA BOGOR,

a. bahwa manusia dalam mengembangkan potensi dirinya
membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya melalui
proses pembelajaran guna tercapainya sumber daya
manusia yang berkualitas, maka perlu penyelenggaraan
penerimaan siswa/peserta didik baru yang dilaksanakan
dengan cara yang lebih baik;

b. bahwa dalam rangka memberdayakan TK/RA,
Sekolah/Madrasah sesuai dengan prinsip Manajemen
Pendidikan Berbasis Sekolah (MBS), kepada Kepala
TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK diberikan
tugas untuk melaksanakan penerimaan siswa/peserta
didik baru;

c. bahwa untuk keseragaman dan tertib penerimaan
siswa/peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada
huruf b perlu diatur penyelenggaraan penerimaan
siswa/peserta didik baru pada TK/RA dan
Sekolah/Madrasah di Kota Bogor;
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Mengingat

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Walikota;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



7.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3414);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3412); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3460);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa Baru pada
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah
Jam Belajar Efektif di Sekolah;

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4
Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL
ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH DI KOTA
BOGOR
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Bogor.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Bogor.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.

Satuan Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan pendidikan, pemuda
dan olah raga.

Kepala Satuan Kerja adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan
pendidikan, pemuda dan olah raga.

. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang

yang terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia
pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu

Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disebut TK, adalah lembaga yang
menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan
potensi diri sesuai dengan tahap pekembangan peserta didik.

Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disebut RA, adalah lembaga yang
menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan
nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk
mengembangkan potensi diri seperti pada TK.

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang
pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah
Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang
sederajat.



13.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan
dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat

14.Sekolah adalah lembaga pendidikan umum yang menyelenggarakan
jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD (Sekolah Dasar), SMP
(Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), dan SMK
(Sekolah Menengah Kejuruan) baik negeri maupun swasta.

15.Madrasah adalah lembaga pendidikan khusus keagamaan Islam yang
menyelenggarakan jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu Mi
(Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah), MA (Madrasah
Aliyah), dan MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan) baik Negeri maupun
Swasta.

16. Sekolah Nasional Bertaraf Internasional, yang selanjutnya disebut SNBI,
adalah sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah yang memenuhi kriteria
minimal standar Internasional pendidikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

17.Sekolah Standar Nasional, yang selanjutnya disebut SSN, adalah
sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah yang memenuhi kriteria
minimal standar Nasional pendididkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

18.Program Akselerasi adalah program percepatan belajar pada sekolah
dasar yang proses belajar mengajarnya dilaksanakan selama kurang dari
6 (enam) tahun dan sekolah menengah yang proses belajar mengajarnya
dilaksanakan selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

19.Nilai Ujian Sekolah, yang selanjutnya disebut NUS, adalah hasil yang
diperoleh siswa dalam pelaksanaan ujian yang dibuat dan
diselenggarakan oleh sekolah.

20.Nilai Ujian Nasional, yang selanjutnya disebut NUN, adalah hasil yang
diperoleh siswa dalam pelaksanaan ujian yang dibuat dan
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat secara Nasional.

21.Nilai Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional yang selanjutnya disebut
NUASBN adalah Nilai Uian Nasional dengan hasil yang diperoleh siswa
dalam melaksnakan ujian yang dilaksanakan secara terintegritas dengan
pelaksnan ujian sekolah/madrasah dengan berstandar nasional.



BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan ini merupakan pedoman untuk penyelenggaraan penerimaan
peserta didik baru pada TK/RA dan Sekolah/Madrasah di Kota Bogor, dalam
rangka memberikan kepastian hukum dan transparansi penerimaan peserta
didik baru.

BAB Il
PENERIMAAN
Pasal 3

(1) Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-
kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah dilakukan setiap tahun
yang pelaksanaannya dapat dimulai 3 (tiga) bulan sebelum tahun
pelajaran baru.

(2) Calon peserta didik baru dapat berasal dari luar Kota Bogor.

(3) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala
Satuan Kerja.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip tertib
administrasi, transparansi, keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, dan taat
hukum.

(2) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setiap peserta didik baru SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK hanya
diperkenankan memilih satu pilihan Sekolah.

Pasal 5

(1) Sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan Penyelenggaraan
Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Kepala Satuan Kerja.



(2) Kepala Satuan Kerja menetapkan Petunjuk Teknis serta membentuk
Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
(1) Bagi TK/RA dan Sekolah/Madrasah yang pendaftarnya berasal dari luar
Kota Bogor atau dalam Kota Bogor harus melaksanakan seleksi.
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon peserta didik
TK/RA dan SD/MI melalui seleksi usia.

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon peserta didik
yang berasal dari sekolah luar Kota Bogor dan dalam Kota Bogor untuk
menjadi siswa SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, melalui tes tertulis serta
seleksi NUASBN dan/atau NUN,

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang daya tampung dan seleksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Satuan Kerja.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 7

(1) Segala biaya yang timbul akibat dari penyelenggaraan tes penerimaan
calon siswa/peserta didik baru yang tidak dibiayai oleh pemerintah
daerah dibebankan kepada peserta tes.

(2) Besaran biaya tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor
11.1 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Penerimaan Siswa/Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan
Sekolah/Madrasah di Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 Maret 2009

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI E



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 49 TAHUN 2008
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2008
TENTANG . TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA

DAN URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

URAIAN TUGAS JABATAN

A. KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
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10.

11.

12.

13.

14.

Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Lingkungan Hidup yang
meliputi Sub Bagian Tata Usaha,  Seksi Pengendalian Dampak
dan Pencemaran Lingkungan, Seksi Konservasi dan Rehabilitasi
SDA serta Seksi Pembinaan dan Kemitraan Lingkungan.

Menyusun rencana dan program kerja Kantor Lingkungan Hidup.

Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan.

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan.

Membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

Merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang
meliputi pengendalian dampak lingkungan dan konservasi Sumber
Daya Alam (SDA).

Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang
lingkungan hidup.

Menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

Mengkoordinasikan penyusunan sistem dan prosedur serta
penyusunan Standar Pelayanan Minimal beserta indikator kinerja di
bidang lingkungan hidup.

Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan mengevaluasi di bidang
lingkungan hidup, meliputi pengendalian dampak dan pencemaran
lingkungan, konservasi dan rehabilitasi SDA serta pembinaan dan
kemitraan lingkungan.

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup.

Memfasilitasi penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) bagi kegiatan- kegiatan yang potensial berdampak
negatif kepada masyarakat luas.

Memberikan  rekomendasi  kelayakan Upaya  Pengelolaan
Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), Rencana
Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-
RPL) dan saran-saran teknis untuk Surat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan (SPPL).

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan
standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup
pada skala kota.
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15.

16.

17.

18

19.

20.
21.
22.
23.

24.

Melaksanakan pemantauan penaatan atas perjanjian internasional di
bidang lingkungan hidup skala kota.

Melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di
bidang lingkungan hidup.

Merumuskan program kegiatan penanggulangan kasus pencemaran
lingkungan hidup.

Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memaraf dan atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan
kewenangannya.

Mengarahkan RKA dan mengendalikan DPA.
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
kepada atasan.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

B. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

1

2

Memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.
Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha.

Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan.

Membimbing, mengendalikan, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

Mengkoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan kegiatan
dan penyusunan laporan Kantor.

Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan di lingkungan Kantor

yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
keuangan, kearsipan, aset dan kerumahtanggaan.
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis
pelaksanaan tugas Kantor Lingkungan Hidup.

Mengoreksi surat atau naskah dinas dan mengendalikan
pelaksanaan administrasi umum baik surat masuk/keluar maupun
naskah dinas.

Menyiapkan rancangan produk hukum daerah yang berkaitan dengan
lingkungan hidup.

Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) dan laporan lainnya
lingkup Kantor.

Menghimpun data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan
pelaksanaan evaluasi dan laporan.

Menyusun laporan kegiatan Kantor secara periodik dan insidentil.

Mempersiapkan dan menyusun konsep naskah rancangan produk
hukum daerah di bidang lingkungan hidup.

Memfasilitasi berbagai macam pengaduan kepada masyarakat baik
melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang
secara langsung sesuai dengan bidang kewenangannya.
Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA lingkup Kantor.
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub
Bagian Tata Usaha.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
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C. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAMPAK DAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN

10.

11.

12.

13.

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Dampak dan
Pencemaran Lingkungan.

Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengendalian Dampak
dan Pencemaran Lingkungan.

Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan.

Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

Menyusun konsep kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak
dan pencemaran lingkungan.

Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep pedoman serta
petunjuk teknis operasional analisis mengenai dampak lingkungan.

Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi
Pengendalian Dampak dan Pencemaran Lingkungan.

Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pencegahan dan
penanggulangan pencemaran air, udara, tanah dan kebisingan.

Melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan air, udara,
tanah dan kebisingan.

Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha atau
industri yang menimbulkan dampak lingkungan.

Melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah oleh kegiatan usaha
atau industri.

Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep pedoman serta
petunjuk teknis pembinaan analisis dampak lingkungan yang
meliputi Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan
Lingkungan (RKL-RPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya
Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Melaksanakan = pengawasan dan pengendalian  penerapan
pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan serta
pengelolaan teknis dampak lingkungan.
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.

Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha yang
wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL serta mewajibkan kegiatan dan
atau usaha yang wajib AMDAL, UKL-UPL, untuk membuat laporan
hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungannya secara periodik
minimal 2 (dua) kali setahun.

Mempersiapkan bahan pembinaan teknis terhadap laporan AMDAL,
UKL-UPL dan SPPL.

Mempersiapkan rekomendasi kelayakan UKL-UPL, dan Saran Teknis
untuk SPPL.

Mempersiapkan konsep rekomendasi kelayakan analisis mengenai
dampak lingkungan.

Melaksanakan Pengawasan pengelolaan Limbah B3 skala kota.

Melaksanakan Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3
pada skala kota.

Melaksanakan Pengawasan sistem tanggap darurat skala kota.

Melaksanakan Pengawasan penanggulangan kecelakaan
pengelolaan limbah B3 kota.

Melaksanakan Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan
yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota,
sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan  oleh
pemerintah.

Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolalaan Lingkungan Hidup
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Melaksanakan Pengawasan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib
dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar
usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam
wilayah kota.

Melaksanakan Pengelolaan kualitas air skala kota.
Melaksanakan Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota.
Mengendalikan pencemaran air pada sumber air skala kota.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.
39.

40.

Melaksanakan pengawasan terhadap penataan persyaratan yang
tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

Melaksanakan perizinan pembuangan air limbah ke air dan
pengendalian pencemaran air skala kota.

Melaksanakan Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber
bergerak dan tidak bergerak skala kota.

Melaksanakan Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan
bermotor tua secara berkala.

Melaksanakan Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas
udara skala kota

Melakukan Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya
pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala
kota.

Melaksanakan Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam
ruangan.

Menyusun RKA dan melaksanakan DPA.
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Seksi Pengendalian Dampak dan Pencemaran Lingkungan.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

D. KEPALA SEKSI KONSERVASI DAN REHABILITASI SDA

1

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Konservasi dan Rehabilitasi
SDA.

Menyusun rencana dan program Kkerja Seksi Konservasi dan
Rehabilitasi SDA.

Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan.

Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.
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11

12

13

14

15
16

17

18

19

Menyusun konsep kebijakan teknis di bidang Konservasi dan
Rehabilitasi SDA.

Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep pedoman serta
petunjuk teknis dibidang Konservasi dan Rehabilitasi SDA.

Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi
Konservasi dan Rehabilitasi SDA

Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan sosialisasi penerapan dan pemasyarakatan hukum
lingkungan dan sosialisasi pembinaan pengelolaan sumber daya
alam.

Melaksanakan inventarisasi kondisi dan kualitas sumber daya alam
serta keanekaragaman hayati.

Melaksanakan upaya-upaya perlindungan/pelestarian terhadap
potensi sumber daya lahan kritis dan daerah-daerah konservasi.

Melaksanakan koordinasi dan perencanaan konservasi
keanekaragaman hayati skala kota.

Melaksanakan pembinaan penghijauan lingkungan dalam rangka
pendayagunaan sumber daya alam untuk memelihara kualitas
lingkungan meliputi konservasi daerah bantaran, daerah rawan
longsor serta ruang terbuka hijau.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber
daya alam.

Melaksanakan Penegakan hukum lingkungan skala kota.

Melaksanakan  Koordinasi dalam  perencanaan  konservasi
keanekaragaman hayati skala kota.

Melaksanakan Penetapan kebijakan konservasi dan pemanfaatan
berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota.

Melaksanakan  Penetapan dan pelaksanaan pengendalian
kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota.

Melaksanakan Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
konservasi keanekaragaman hayati skala kota.
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20

21

22
23
24
25

26

Menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati
skala kota.

Melaksanakan Pengembangan manajemen sistem informasi dan
pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kota.

Menyusun RKA dan melaksanakan DPA.
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Seksi Konservasi dan Rehabilitasi SDA.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

E. KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan Kemitraan
Lingkungan.

Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan dan
Kemitraan Lingkungan.

Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan.

Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

Menyusun konsep kebijakan teknis di bidang pembinaan dan
kemitraan lingkungan.

Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep pedoman serta
petunjuk teknis pembinaan dan kemitraan lingkungan.

Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan Seksi
Pembinaan dan Kemitraan Lingkungan.

Melaksanakan Kkegiatan sosialisasi dan pembinaan terhadap
masyarakat dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Melaksanakan kegiatan kemitraan lingkungan dengan pemerintah
dan pihak lainnya.
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11

12

13
14
15
16

Melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat
dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemitraan lingkungan.

Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem
manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi
berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan
konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota.

Menyusun RKA dan melaksanakan DPA.
Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
Memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
Seksi Pembinaan dan Kemitraan Lingkungan.

17 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya
PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
BAMBANG GUNAWAN.S DIANI BUDIARTO
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